BUPATI NATUNA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI NATINA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
NOMOR 32 TAHUN 2016

- TENTANG
PENYELENGGARAAN EBISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH EABUPATEN NATUNA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA EBA
BUPATI NATUNA,

Menimbang - a4, bahwa wuntul meningkallan knena, lransparsns, dan
akuntabilitas peneelolaan keusngan dasrah, perlu disusun
dan ditcraplean Sistem Ponwendaliyn Intern Pemennlah;

b. bahwa scsual denpan Pasal ©0 Peraturan Pemernntah
Momeor 50 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah, hketentuan mengenai SO di lingloongan
pemerintah daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan
Bupari;

c. behwe berdasarkan pertimbangan sebagoimana dimaksnd
pada ol a dan huraf b diatas, perln ditetapkan
Peraturan Dupati  tentang Penyelonpggarsan  Sistcm
Pengendalian  Iniern Pemerintah Deerah Kabupaten
Natuna,

Menagingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 leniung
Penyelengearaan Negara yang Bersith dan Bebas  dard
Karupsi, Koluai den Nepotisme (Lembaran Negara Ropublik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Repulblik Indonesia Nomor 3831);
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4. Undang-Undang Nomor 33 2 Tahun 1999, ientang
FPembentukan Eabupatcn Polclawan, Habupaten Rokan
Hulu, Kabhupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten
Karirmun, RWebupaten Natuna, Kabupaten Kuantan
Singgingi dan Kora Baram {Lembaran Negara Hepublik
Indonosig Tahun 1999 Nomaor 181, Taumbahan  Lembaroan
Newars Republik Tndonesia Nomwor 3902) Schagaimana
tclah ubah beberapakali lerakhir dengan Undang-Undang
Nomor 34 Tahun 2008 ientang Perubahan Ketige atas
Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 {entang
Pembentukan Kabupatcn Polalawan, Kabupaten Rolan
Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten
Kerimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingl
dan Kola Batam [Lembaran Megara Republik Indenesia
Tahun 2008 Nomor 107, Tambshan Lembaran Negara
Republik Indonesia 48501;

3, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tcntang Komisi
Pemberantasan Tindak Pidena Koropsi (Lembaran Negara
Republik Tndonesin Tabuan 2002 Neseor 137, Tambahan
Lembarsn Negara Republik Indonesia Nomeor 4250);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang
Perimbangan Keusangan Antara Pemerintah  Pusat dan
Pemerintah Dacrah {Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republilz Indonesia Nomor 4438},

5, IIndang-TIndang Nomor 12 Tahun 2011 lenlang
Pembenfikan Peraturan Penmdang-undangsn [Lembaran
Newsard  Republik Tdonesia  Tabur 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembuaran Negara Republik Indonesia Nomor
S234);

6. Undang-Undang Nomor 5 Tabun 2014 tentang Aparatur
S1pil Negara [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomer &, Tambahan Lembaran Negara Republik
[ndonesia Nomor 54494);

7. Undang-Undang WNemeor 23 Tahun 2014  lentang
Pemerintahan Daerah  (Lembaran  Megara  Republik
Tndonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negare Republik Indonesia Nomor 3387), szchagaimans
leleh diubeth beberakali terakhir dengan Undang-Undang
Normur & Tabwin 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemermtahan
Dacrah [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republile Indonesia
Nomor 5679);

8. Permturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang
Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provins sebagai
Dasrsh Otonom  {Lembaran Negars Republik Tndonesia
Tahun 2000 Nomor 54, Tambaban Lembaran Negara

Tatnarr 2001 Nomor 41);
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Peraluran  Pemerintah Momor 58 Tabun 2000 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah {Lembaran Negara Republik
Indonesia Talm 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia omor 4578);

Peramaran: Pomerintah Nomor 79 Tahun 2005 lentang
Pedoman Poembinasn dan Peneawsszan Penvelenggaraan
Pemerintah Daerab (Lembaran Negara Bepublik Indonesis
Tabun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4393)

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tocntang
Sisfem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negary
Republik Indonesia Tehun 2008 Nemeor 127, Tambahan
Lembaran Negars Repuldik Tndonesia Nomor 4890);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
IPermbagian  Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemenntahan Dacrah Prowvinst dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota [Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nemor 32, Tambahan Lembaran Negars
Hepublik lndonesia homor 4727);

. Peratuuran Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 20006

tentang Pedoman  Pengelolaan  Keouangan  Daerah
sebagalinana telah dinkah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menleri Dalam Negeri Nomor 21 Talhhn 2011
tentang perubaban Kedua Atas Peraturan Meonteri Dalam
Meperi Nomor 13 Tahun 2006 tentang  Pedoman
I'cngelolaan Keuangan Daerah [Berila Negarn Repubtik
Indonesia Tahun 2011 Nuapor 1.30 );

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 lentang
Kewenangan Pomnerintah dan Kewenangan Provins sehagai
Daerah Otonom ([Lembaran Negara Eepublik Indonesla
Tahun 200 Nomor 54, Tambahan Lombaran Nepaora
Tahun 2001 Nomor 41};

Peraturan Pemerinteh Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Penpelolaan Keuangan Daerah {Lembaran Negara Repubilk
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Loembaran
Megara Republik Indonesia Nomor 457H);

Peraturan FPemerintgh Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintah Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomer 165, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4593)

Peraturan  Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentane
Sistern Menpendalian Intern Pemerintah [Lembaran Negara
Eepublik Indonesia Tahun 2008 Momor 127, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomaor 48490);



MEMUTUSKAN!:

Menetapkan : PERATURAN HUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN
SISTEM PENGENDALIAN INTEREN PEMERINTAH
DILINGEKUNGAN PEMERINTAH EABUPATEN NATUNA

EAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peratiran Bupat ini vang dirnaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Natuna.

2. Pemerintah Daerah  adalah  Pemerintah Kabupalen
Natuna.

s 3. Bupat adalah Bupati Kabupaten Natuna.

4, Imspekilorat Kabupaten adalah sparat pengawasan intern
Pemerintah Kabupaten yang bertanggung jawab langsung
kepada Bupati.

5. Pemerintah Kabupaten Natunae adalah Bupat dan
perangkat daerah sebagai  unsur  penyvelenggara
pemerintahan daerali.

f. Satuen Kerja Perangkat Daeruh, yang selanjutnye
disingkat BKPD adalah perangkat dasrah Natuna yang
terditi  dari  Sekretariat Dacrah, Sclkretarat Dewan
Perwakilan Rskyat Deerah, Dinas Daerah, Lembaga
Teknis Daergh, dan Satuan Kerja lainnya sesual dengan
peraiuran Perundang-undangan.

7.  Sistem Pengendalian Intern (SPIF) adalah proses integral
pada Hndakan den kegiatan yang dilakukan secara terus-
menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawal unmtuk
memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan
organisasi melalui kegiatan wang efektif dan efisicn,
keandalan pelaporan keusangan, pengamanan aset negara,
dan ketaatan terhadap Peraturan Perundang-undangan.

8, Siatem Pengendalian Intern Pemerintah, yvang selanjutnya
disingkat SPIF adalah Sistermn Pengendslian Intern yang
digelenpggarakan secars menyeluruh terhadap proses
perancangan dan  peclaksanaan  kebjjakan  serta
perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan anggaran
di lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna

9. Peopawasan Inlern adalah seluruh proses kegiaten andit,

reviu, cvaluasi, pemantauan, dan keglatan pengawasan
lain terhadap penyelenggarasn tugas dan [ungsi
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organisasi dalam rengks memberilkan keyakinan yang
memadai bahwa  kegiatan telah dilaksanakan sesuai
dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secars efekitif
dan cfisien untuk kepentingan pimpinan dalam
mewljudkan tata pemenntaban yang beik.

Audit, adalah proses identifilkasi masalah, analisis, dan
cvaluasi bukt vang dilakukan secara independen,
obyelktif dan profesional berdesarkan swandar andit,
untuk menilai kcbenaran, kecermaten, kredibilitas,
efelitivitas,  efisiensi, dan  keandalan  informasi
pelaksatean tugas dan fungei Instansi Pemerintah.

Reviy, adaleh penelaahan uwlang bukti-buki  suatu
kegiatan uniuk memasbkan bahwa kempatan tersebut
telah dilaksenakan =esual dengan ketentuan, standar,
rencana, alau norma yang telah ditetapkan.

Evaluasi, adalah rangkaian kegiatan membandingkan
hagil atau prestasi suam kegiatan dengan standar,
rencana, atau norma yang telah  ditetapkan, dan
menentikan faktor-faltor Varng mempengarshi
keberhasilan atau  kegagalan suatn kegiatan dalam
mencapal tjuan.

Pemantauan, adalah proses penilaian kemajuan suatu
program atau kegiatan dalam mencapal twuan yeng telah
ditetapkan.

Kegiatan pengawasan lainnya, adalah  kegiatan
DEOEEWaASHT vang antara lain berupa sosialisasl mengenai
pengawasan, pendidikan dan  pelatihan  pengawasan,
pembimbingan dan  konsultanai, pengelolaan  hasil
pengawasan, dan pemaparan hasil pengawasan.

Petunjuk Pelaksanasn Penyelenggaraan SPIP adalah
Petunjulk Prlaksanaan atas Peraturan Bupati Kabupaten
Natuna tentang penyelenggaragn SFPIF, yang memuat
kebijakan, swategi, metodologi  penerapan, dan
pengintegrasian seluruh aktivitas tnatajemen
pemerintahan daerah, untuk memastikan behwe seluruhb
unsur SPIP telah terbangun dalam progrem/kegiatan
pemerintahan daerah /SEPD dalam rangka menjamin

pencapaian mijuan yang ditctapksan.

Pasal 2

Untuk mencapal pengelolaan keuangan daerah vang
efektf, efsien, wransparan, dan akuntabel, Bupati
melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan
pemerintahan Habupaten Natuna,

Pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan
pemerintahan sebagaimana dimeksud pada ayat (1),
dilaksanakan  dengan  berpedoman pada — SPIP
sebagaimane diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor
60 Tehun 2008 tentang Sistermm Pengendalian Intern
Pemerintah dan peraturan pelaksanaannya.
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SPIP schagaimana dimaksud pada avat (2] bertujuan
untuk memberikan keyakinan yang memadal  bagi
tercapainva cicktivitas dan cfisiensi pencapajan fujuan
penyelenggaraan  pemerntahan Rabupalen Natuana,
keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset
daerah, dan ketaatan terhadap peraturan Perundang-
undangan.

PENYELENGGARAAN SPIP PADA PEMERINTAH
KABUPATEN RATUNA

Pasal 3

SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna wajib
menerapkan SPIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
avatl (2) yang meliput unsur:

a. Linglungan Pengendalian;

k. Penilaian Riail;

c Keglatan Pengendalian;

d Informasi dan Komunikasi; dan

c. Pemantauan Pengendalian Intern.

Uraian dan pengaturan  unsur SPIP  sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) adalah sesuai dengan Pasal 4
sampai dengan Pasal 46 Peraturan Pemerintah Nomor &0

Tahun 2008 tentang Bistem Pengendalien [Intern
Pemerintah.

Penerapan unsizr SPIP sebagaimana dirnaksud pada ayat
{1} dan avat (2} dilaksanaksn menvatu dan memngadi
bagian integral dari legiatan BKPD,

Pazal 4

Penvelenpgaraan SPIP di lingkungan  Pemeriniah
Kabupaten MNotuna dikoordinasbkan oleh Selretaris
Naerah Kabupaten Natuna.

Penivelenggparaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksenaken  berdasarkan  Petanjuk  Pelaksanasn
Penyelengparaan SPIP yang disusun sesual  dengan
pedoman teknis penyelenggaraan SPIP vang ditetapkan
oleh Kepala BPEP sebagai pembina penyclenggaraem SPIP.
Petunjuk Pelaksataan Penyelenggaraan SFIF
sebagrimana dimaksud pada ayat (2] ditetapkan dengan
Eeputusan Bupatl Natuna.
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Paszal 5

Dalamm proscs pembengunan dan pengembangan SPIP
ditentuk  Satuant  Tugas  SPIP Pemerintah  Daerah
Kabupaton Natuna,

Susunan dan tugas pokok Satuan Tugas SPIP Pemocrintah
Kabupaten Natuna ditetapkan dengan Keputuean Bupati.

BAE TN

PENGUATAN EFEKTIVITAE PENYELENGGARAAN SPIP

Pasal &
Permimpin SKPD  bertanggung  jaweb atas efcktivitas
penyelenggarasn SPI di lingkungan masing-masing,

Untuk memperkuat dan menunjahg edfektivitas 3Pl
sebagaimana dimaksud pada ayar (1) dilakukan
pengawasan intern atas penyelenggaraan tugas  dan
fungsi SKPD termasuk akuntabilitas keuangan daerah.

Pasal T

Pengawssan intetrn sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
ayat {2} dilakuken oleh Inspektorat Kabupaten Natuna;

Inspektorat Kabupaten Natuna sebagaimana dimaksud
pada ayat (1] melakukan pengawasan intern melalui:

a. dudit;

b,  reviy

¢, evaluasi;

d. pemantauan; dan

e. kegiatan pengawasan lainnya.
Pasal 8

Inspekiorat Kabupaten Natmune melakukan pengmwasian
terthadap seluwrubh  kegiatan dolom rangka penvelenggaraan
tugas den fungsi SEPD yang didanai dengan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Natuna.
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BAB 1V
EETEATUAN PERUTUP

Pasal 9
Peratiran Bupati ini mulai berlalog pada tangge! divndanghkan.

Apar  setiap  orang  mengetahuinya, —memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengen penempatannya
dalam Berita daersh Kabupaten Nabinea.

Ditetapkan di Ranal,
pada tanggal G a 2015

BUPATI NATUNA

ftd
ILYAS SABLI
Divundangkan di Ranai
pada tanggal & Auli 2018
SEKRETARIS DAERAH
EABUPATEN NATUNA,
SYAMSURITION

BERITA DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2015 NOMOR 3G
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